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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan
dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik
Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab
yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat
dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara
garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam system tulissan Arab
dilambangkan dengan hitruf. Dalam tramseliterasi ini sebagian dilambangkan
huruf, sebagian dilamibangkan dengan tanda, dan, sebagian lagi dengan huruf

dan tanda sekaligus.

Huruf Arab /| Nama Huruf Latin Keterangan

) Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
(- Ba’ B Be

< Ta’ T Te

& Sa’ S s (dengan titik di atas)
d Jim J Je

C Ha’ h h (dengan titik dibawah)
d Kha’ Kh Ka dan ha

4 Dal D De

3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J Ra’ R Er

J Zai Z Zet
o Sin S Es
(i Syin Sy es dan ye
ol Sad S s (dengan titik di bawah)
Ul Dad d d (dengan titik di bawah)
b Ta T t (dengan titik di bawah)
5 Za 1 z (dengan titik di bawah)
g ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas
4 Gain G Ge

] Fa F Ef

d Qaf Q qi

d Kaf K ka

J Lam L el

2 Mim M em

O Nun N en

3 Waw \%Y% we

® Ha’ H ha

& Hamzah ¢ Apostrof




e | Yo | Y | ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Cplantia Ditulis muta ‘aqqidin

3ic Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecu@ali antuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia
dclaa : ditulis Jafna’ah
2. Bila dihidupkan katena berangkai dengan kata lain, ditulis t
A deai: giflalis Ni°matullah
il 385 & ditulis Zakat al-Fitri
D. Vokal Pendéek
Fathah/ditulis g, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.
E. Vokal Panjang

I | Fathah + alif Ditulis A
FIATYES Jaahiliyyah

2 | Fathah + ya’mati Ditulis A
P yas‘a

3 | Kasrah + ya’mati Ditulis I
S karim

4 | Dammah + Ditulis 0
\Zvay\fllmati fur iid
A0 :

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan
Dengan Apostrof
asidl) . ditulis a’antum

. ditulis mu ‘anntas

G. Vokal Rangkap

\ Fathah dan ya’ sukun ditulis Bainakum
Y | Fathah dan wawu ditulis Fauqakum
sukun
o858

Vi



H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
O A : ditulis al-Qur’an
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang
mengikutinya
Aad) : ditulis as-sayyi’ah

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau capannya dalam rangkaian
eﬁu‘g\ &.‘*5‘ [-Islam atau syaikhul Islam
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ABSTRAK

Ayuningtyas Nur Indah, NIM: 1119109 “LANDASAN HUKUM BAGI HAKIM
ATAS KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN
PEMALSUAN DOKUMEN PERKAWINAN (Studi Putusan Hakim PA Kajen
Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)” Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam.
Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrrahman Wahid
Pekalongan.

Pembimbing : Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Pembatalan Perkawinan, Manipulasi
Identitas

Poligami dalam pérkawinan adalah memiliki lebih dari seorang istri dalam
waktu bersamaan. Loligami memiliki berbagaitsyarat dalam pelaksanaannya,
dimana semua Syarat tersebut harus dipenuhii. Dalm realitanya banyak
penyimpangan yang terjadi akibat syarat dari poligami‘tersebut. Salah satu syarat
yang harus dipenuhi yaitu izin dari istri terdahulu dan harus mendapatkan izin dari
Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nemor 1 Th 1974 tentang
Perkawinan. Apabila terdapat penyimpangan ataupun pelanggaran dari adanya
syarat poliganii, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan atas
pernikahan poligami. Permasalahan ini terjadi di dalam perkara Nomor
1275/Pdt.G/2015/PA . Kjn. Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan oleh
Pemohon terhadap pernikahan kedua Termohon I dengan Termohon II dengan
alasan tanpa adanya izin dari Pemohon dan memalsukan identitasnya. Oleh sebab
itu peneliti segaligus penulis tertarik untuk membahas {terkait landasan hukum
Hakim dan akibat hukum terhadap perkara ini.

Penelitian ini-bertujuan untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam
memutus  perkara pembatalan perkawinan akibat manipulasi identitas (Studi
Putusan Nomor, 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn). pénelitian ini_dilaksanakan diwilayah
Kabupaten Pekalongan,dengan memilih instansi yang terkait yaitu Pengadilan
Agama Kajen.

Penelitian ini merupakan penelitian lirerer yang berfokus pada putusan
Hakim Pengadilan Agama“Kajen Nomer" 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. Dengan
menggunakan data sekunder. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan
metode riset kepustakaan, riset dokumentasi dan wawancara bila diperlukan. Lalu
dianalisis menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Hakim mengabulkan
permohonan Pemohon dan membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan
Termohon II dengan mempertimbangkan fakta-fakta pada saat persidangan yang
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kedudukan anak akibat perkawinan yang dibatalkan dalam kasus ini tidak
berlaku surut, anak yang dilahirkan adalah anak sah. Akibat hukum dalam
perkawinan dengan Pemohon yaitu tetap dianggap sebagai sepasang suami istri,
sedangkan perkawinan termohon I dan Termohon II dibatalkan demi hukum.
Sedangkan akibat hukum dalam harta bersama antara Termohon I dengan



Termohon II tidak dibagi kepada pihak Termohon I, sebab Termohon I adalah pihak
yang tidak beritikad baik dalam pernikahan yaitu telah memalsukan dokumen
pernikahan.
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ABSTRAK

NUR INDAH AYUNINGTYAS, NIM: 1119109 "THE LEGAL BASIS FOR
JUDGES IN CASES OF MARRIAGE ANNULMENT CAUSED BY
FALSIFICATION OF MARRIAGE DOCUMENTS (Study of PA Kajen Judge's
Decision Number 1275/Pdt.G/2015/PA. Kjn)" Thesis of Islamic Family Law
Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H.
Abdurrrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor : Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

Keywords: religious court, marriage annulinent, identity manipulation

Polygamy in marriagge is having maore than one wife at the same time.
Polygamy has various gonditions in its implementation, where all these conditions
must be met. In realigy, mamy deviations occur due'to thexwequirements of polygamy.
One of the conditions that must be met is permission from. the previous wife and
must obtain permission from the Religious Court in accordance with Article 4 and
Article 5 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. If there is a deviation or
violation of the pelygamy requirement, an application for amnulment of marriage
for polygamous marriage can be filed. This matter foccurred in case No.
1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. This application for annulment of marriage was filed by
the Petitioner against the second marriage of Respondent I with Respondent II on
the grounds that it was without the permission of the Petitioner and falsified his
identity. Therefore, researchers and the author are interestedin discussing the legal
basis of the Judge and the legal consequences of this case;

This study aims to determine the legal basis for judges in deciding cases of
marriage annulment due to identity manipulation (Study of Decision Number
[ 275/PdtG/2015/PAweK)n). This research was carried out in the area of
Pekalongan Regency by selecting the relevant agency, namely the Kajen Religious
Court.

This research is a)literary research that focuses on the decision of the Kajen
Religious Court Judze Number 1275/Pdt. G/2015/RBA.Kjn. using secondary data. In
collecting data, the author uses literature research methods, documentation
research and interviews if needed“Then analyzedusing descriptive analytical data
analysis techniques.

The results of this study explain that the Judge granted the Petitioner's
application and annulled the marriage between Respondent I and Respondent I by
considering the facts at the time of the trial which were in accordance with existing
laws and regulations.

The status of children resulting from an annulled marriage in this case does
not apply retroactively, the child born is a legitimate child. The legal consequence
of the marriage with the Petitioner is that they are still considered husband and
wife, while the marriage of Respondent I and Respondent Il is annulled by law.
Meanwhile, the legal consequences of joint assets between Respondent I and
Respondent II are not shared with Respondent I, because Respondent I is a party

xii



who did not have good intentions in the marriage, namely he had falsified the
marriage documents.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang perkawinan Republik Indonesia Pasal 1 Tahun
1974, perkawinan adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dan
seorang wanita yang bertujuad untuk membentuk rumah tangga bahagia yang
kekal dan didirikan olehf Tuhan. Sebalikaya, menurut Pasal 2 Undang-Undang
No 1 Tahun 19744 perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama
dan kepercayaan masing<masing.'

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan memaparkan jika:?

1. Pernikahan merupakan legal apabila dilakukan dengan serius sesuai dengan
hukum tiap- tiap agama serta keyakinan.

2. Pernikahan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Dalam Pasal 3(1) UU Pernikahan No l«ahun 1974, dipaparkan jika pada
prinsipnya seseorang pria cuma bisa /memiliki satu istri dalam sesuatu
pernikahan. Seseorang perempuan cuma boleh mempunyai satu suami. Akan
tetapi, dalam pasal 3 ayat 2 dipaparkan kalau Pengadilan bisa membagikan
wewenang kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari seorang bila
dibutuhkan pihak terpaut. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan kalau poligami bisa

dipraktekkan kala seserang sudah penuhi syarat- syarat poligami tertentu.

!'Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2 Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.



Poligami diperbolehkan jika syarat berpoligami terpenuhi, namun dalam
praktiknya poligami sering disalahgunakan. Menyalahgunakan aplikasi
poligami semacam melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi maupun
tidak adanya izin istri terdahulu. Hal ini memunculkan kasus serius. Pelanggaran
ini berupa ketentuan pengadilan agama tentang poligami yang mensyaratkan
persetujuan istri awal.

Sesuatu pernikahaf bisa” dibatalkan bila,tidak memenuhi syarat- syarat
pernikahan yang légal. Pembatalan perkawinan‘diatutidengan UU No 1 Th 1974,
Pasal 22 sd 28 Bab 1V, dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaanya
dalam PP No 9 Tahun 1975, Pasal 37 dan 38 Bab Vi, serta diatur dalam Bab XI
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70 sd 76. Ketentuan/ ini menjelaskan bahwa
apabila perkawinan itu tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang
disyaratkan, mamun jika perkwanian telah terlanjur dilangsungkan maka
perkawinan 1tu bisa batal.

Ketentuan yang tidak terpenuhi tercantum dalam Pasal 26( 1) ialah:

1. Pernikahan yang dilakukan di muka pegawai pencatat yang tidak berwenang.
2. Tidak legalnya wali yang menikahkannya.

3. Tidak terdapat saksi.

Bagi pasal 23, pembatalan pernikahan bisa diajukan oleh:

1. Generasi keatas dari suami/istri.

2. Suami/istri.

3. Pejabat yang berwenang hanya sepanjang perkawinan belum diputuskan.

4. Pejabat menurut Pasal 16(2).



5. Orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam pernikahan
sepanjang pernikahan itu putus.

Suatu perkawinan hanya dapat dibatalkan melalui penngadilan. Pasal 28
ayat (1) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pembatalan
pernikahan diawali sesudah vonis pengadilan mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, tidak menutup kemungkinan
istri pertama meminta pembatalan perkawinan. Maka dari itu, penulis meneliti
sebuah putusan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri sah dari
Termohon L Pemohon dan Termohon 1 menikah secara sah di KUA Kecamatan
Semarang Selatan. Pernikahan tersebut terjadi karena Peémohon telah hamil,
kehamilannyaitu dikarenakan Termohon I.

Dikemudian hari setelah menikah Pemohon ditinggalkan oleh Termohon
I. Dikemudian hari 'diketahui bahwa Termohon T menikall lagi dengan wanita
lain tanpa izin dari Pemohon. Termohon I telah memalsukan identitasnya dalam
pernikahannya yang kedua itu. Dia memberikan dokumen pernikahan yang
menerangkan bahwa ditifiya masih jejaka dan belum mempunyai istri.?

Pemalsuan disini dilakukan oleh Termohon dalam semua surat yang
menerangkan bahwa dirinya merupakan jejaka/belum pernah menikah sama
sekali. Namun realitanya Termohon I sudah menikah dengan Pemohon secara

sah dihadapan pegawai pencatat nikah di Kecamatan Semarang Selatan dengan

3 Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn perihal Pembatalan
Perkawinan, 9 Agustus 2016.



bukti kutipan akta nikah. Keluarga ataupun pihak desa dari Termohon I tidak ada
yang mengetahui bahwa Termohon I telah menikah di Semarang. Dengan hal
demikian Termohon I menjadi mudah dalam memalsukan identitasnya itu.

Pengadilan Agama Kajen memenuhi permintaan pembatalan pernikahan
antara suami (Termohon I) bersama istri kedua (Termohon II) yang didaftarkan
Pemohon dengan hasil putusan No 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. Dengan hasil
putusan pernikahan antdra Termohon I["dengan Termohon II dibatalkan demi
hukum.*

Dalam/ hal 'ini peneliti akan melakukan studi \putusan pembatalan
perkawinan dalam putusan perkara No 1275/Pdt.G/2015/PA Kjn. Permohonan
yang diajukan  oleh Pemohon untuk membatalkan perkawinan terhadap
pernikahan peoligami suaminya (Termohon I) bersama wanita lain dengan alibi
Termohon I'melaksanakan perkawinan poligami tanpa|izin Pemohon. Menurut
uraian diatas, periset tertarik untuk mengulas mengenai dasar yang dijadikan
oleh 'Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, juga apakah putusan Nomor
1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn yang membatalkan pernikahan sesuai ataupun tidak
dengan hukum yang berlaku dan akibat'hukum yang ditimbulkan dengan Judul
“Landasan Hukum bagi Hakim atas Kasus Pembatalan Perkawinan (Studi

Putusan Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)”.

4 Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA Kjn perihal Pembatalan
Perkawinan, 9 Agustus 2016.



B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang diatas, dan supaya penelitian yang
dilaksanakan lebih terarah dan spesifik, jadi penulis merumuskan masalah
penelitian sebagai berikut

1. Apakah  putusan Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn yang membatalkan
perkawinan sudah sesuai atau belum dengan hukum yang berlaku?

2. Apa akibat hukumé yang ditimbulkan hdari putusan perkara Nomor
1275/Pdt.G/2045/PA’Kjn _atas kasus pembatalan pernikahan akibat
pemalsuan identitas?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada pembahasan di atas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah putusan Nomor 1275/Bdt.G/2015/PA.Kjn yang
membatalkan perkawinan sudah sesuai atau belum dengan hukum yang
berlaku.

2."Untuk mengetahui apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan
perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA Kjn atasKasus pembatalan pernikahan
akibat pemalsuan identitas.

D. Manfaat
Manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:
1. Secara teoritis
Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan dan
memberikan wawasan akademik kepada mahasiswa dan masyarakat pada

umumnya khususnya yang berkecimpung dalam hukum keluarga Islam,



untuk memperluas pengetahuan dan keilmuan di bidang hukum. Kompilasi
hukum Islam dan peraturan penegakan hukum lainnya dalam teori dan
praktek, khususnya di bidang UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Secara praktis

Dari segi praktis, hasil karya ini bertujuan untuk memberikan pembaca
pengetahuan yang lebih baik dan menyajikan penelitian baru tentang masalah
hukum keluarga Isldm yang berkaitan dengan pemalsuan identitas dan
pembatalan poligami tanpa persetujuan “istri pertama. Hasilnya dapat
dijadikanacuan bagi aparat penegak hukum. Ini sangat berguna dalam kasus-
kasus serius' pemalsuan identitas dan poligami| yang dilakukan tanpa
persetujuan istri pertama.

E. Kerangka Teori
1. Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang mengakui penyatiian antara laki-laki dan
perempuan yang sebenarnya bukan mahram, membatasi hak, kewajiban dan
saling tolong menolong. Sayyid Sabik menggambarkan pernikahan adalah
putusan Ilahi bagi manusia untuk bereproduksi dan mempertahankan hidup
setelah saling setuju untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan pernikahan.’

Islam menjelaskan bahwa pernikahan sebagai ajaran yang sejalan
dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah, tetapi diungkapkan secara berbeda.

Hukum perkawinan dalam Islam disebabkan oleh kecenderungan manusi

5 Dahlan, Figh Munakahat cet-1, (Yogyakarta: Deepublish, Juni 2015), him. 4



terhadap lawan jenisnya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-

Imran(14):
b G BN R Sl SN G R U 5

sedag Ay W53 5k aka Gl &yl NG A2 i AGalls

ol i o= 3

\_:,lﬁ_‘._;J ',

Artinya: “Dijadikan indah pada “(pandangan) manusia kecintaan

kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita=wanita, anak-anak, harta

vanggbanyalk dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang
ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi

Allah=lah tempat kembali yang baik (surga). "

Bagi Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan
penyatuan jasmani serta hakiki antara laki- laki serta perempuan dalam ikatan
suami serta istri. Bertujuan guna membangun keluarga yang senang serta
kekal bersumber pada Tuhan YME. Bagi Kompilast Hukum Islam( KHI),
pernikahan yangilegal bagi hukum Islam diatur'dalam Pasal 2 ayat( 1) UU
Nomor i TFahun 1974, Pernikahan legalbila dilangsungkan bagi hukum tiap-
tiap agama ataupun keyakinan.

2. Poligami
a. Dasar Hukum dan Syarat Poligami
Menurut Peraturan Perundang-undangan ada beberapa landasan

hukum terkait poligami di Indonesia, salah satunya terdapat dalam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang pada

¢ QS. Al-Imran ayat 14



hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan untuk
dilakukannya poligami. Dari beberapa dasar dan aturan yang telah
dikemukakan dapat dipahami bahwa asas perkawinan adalah monogami
yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka, sebab menurut Pasal
3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dikatakan bahwa ‘“Padafasasnya‘dalam suatu Perkawinan seorang pria
hanya boleh menipunyai seorang istriy Seorang wanita hanya boleh
mempunyaiseorang suami”. Tetapi padaPasal 3 ayat (2) Undang-Undang
Nomog' 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang menyatakan bahwa
“Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri
lebih | dari seorang apabila dikehendaki oleh  pihak-pihak yang
bersangkutan’’.’”

Dengan adanya ayat (2) ini berarti Undang-Undang ini menganut
asas monogami terbuka, oleh karena itu tidak mehutup kemungkinan
seorang suami melakukan poligamidalam keadaan tertentu dengan
pengawasan pengadilan. Bilamana suami ingin beristri lebth dari seorang,
maka ia wajilb mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah
tempat tinggalnya. Pengadilan disini hanya memberikan izin kepada suami
yang beristri lebih dari seorang apabila cukup alasan-alasannya sesuai
dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan Yakni apabila seorang istri tidak dapat menjalankan

kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang

7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 3 ayat (1) dan (2)



tidak dapat disembuhkan dan juga istri yang tidak dapat melahirkan
keturunan.®
b. Prosedur Poligami
Islam tidak mengatur secara pasti prosedur atau tata cara poligami.

Namun, dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Pasal 56 KHI

sebagai berikut:’

1) Suami yang hendak beristri lebth dartseorang harus mendapat izin dari
Pengadilan Agama.

2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada‘ayat (1 ) dilakukan menurut
tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VI Peraturan Pemerintah
No.9 Tahun 1975.

3) Petkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat
tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain dalam Pasal 56, adapun dalam PasalS7 Kompilasi Hukum

Islam yang menyebutkan bahwa: '’

1) Istri tidak dapat' menjalankan kewajiban sebagai istri.

2) Istri mendapat cacat badan atau/ penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

8 Muhammad Saleh Ridwan, Poligami Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di
Indonesia, ed. Muslimin Kara, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 371.

 Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 56.

19 K ompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 57
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3. Pembatalan Perkawinan

Keabsahan sesuatu perkawinan wajib penuhi ketentuan serta rukun
pernikahan dan wajib cocok dengan syarat Hukum Pernikahan Islam. Suatu
pernikahan dapat dinyatakan batal jika menyimpang dari syarat sahnya
perkawinan yang akan datang. Tidak sahnya perkawinan memutuskan ikatan
pernikahan yang terdapat.4Oleh sebab itu, pernikahan tidak terdapat serta
dikira tidak sempat terdapat, serta pcrnikahan anatara suami istri yang batal
disangka tidakqpernah kawin sebagai sejoli Suami istri.

Dalam hukum positf di Indonesia, pengertian pembatalan perkawinan
tidak menjelaskan secara rinci pengertiannya. Tetapi, Pasal 22 UU Nomor 1
Tahun 1974 memberitahukan jika “pernikahan bisa batal bila para pihak tidak
penuhi ketentuan sahnya pernikahan”.

Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dipaparkan jika
“batalnya suatu pernikahan itu bisa diputuskan olch pengadilan”. Sebab
pembatalan pernikahan memiliki akibat hukum, baik guna suami istri, anak-
anak yang sudah dilahirkan dalam pernikahan tersebut ataupun pihak ketiga.
Maka dari itu pembatalan pernikahan hanya/boleh diajukan di pengadilan.!!
Dari ulasan di atas bisa kita simpulkan jika:

a. Pernikahan yang batal merupakan pernikahan yang telah terjalin;
b. Pernikahan tidak penuhi ketentuan sahnya pernikahan;

c. Pernikahan cuma bisa dibatalkan oleh pengadilan;

' Tami Rusli, “Pembatalan Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan”, PRANATA HUKUM, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, hlm. 158
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Setiap perkawinan atau pembatalan perkawinan bersifat final untuk
selama-lamanya dan dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang
berlaku sejak perkawinan itu ada. Hal ini termuat dalam Pasal 28(1) UU
Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan
alasan yang dapat membatalkan perkawinan yaitu'?:

a. Perkawinan tidakdilakukan di depan pencatat resmi;

b. Wali pihakperempuan yang tidak sah;

c. 2 (dua)'orang saksi yang tidak ada;

d. Pernikahan di bawah intimidasi, tekanan dan ancaman;

e. Ketikasebuah pernikahan berlangsung ada kesalahpahaman tentang suami
atau 1Stri;

Sedangkan bagi Pasal 71 KHI, suatu pernikahan dapat dibatalkan jika:

a. Suami melaksanakan poligami tanpa izin Pengadilan Agama,;

b. Wanita yang sudah menikah tetap imenjadi istri orang yang hilang
(magfud);

c. Wanita yang sudah menikah masih dalam masa iddah mantan suaminya;

d. Pernikahan yang bertentangan dengan usia minimum perkawinan yang
tertera dalam Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974;

e. Dilangsungkannya perkawinan tanpa menghadirkan wali pasangan atau

dengan wali yang tidak legal;

12 Tami Rusli, “Pembatalan Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan”, PRANATA HUKUM, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, hlm. 160
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f. Pernikahan paksa;
Pembatalan perkawinan bisa diajukan oleh pihak-pihak yang
berwenang, yang diatur dalam Pasal 23-27 UU No 1 Tahun 1974, yaitu:
a. Keluarga terdekat langsung dari suami ataupun istri;
b. Suami ataupun istri;
c. Pejabat yang berwenangddan resmi
d. Pejabat yang ditunjuks
e. Jaksa penuatut umum;
f. Suamizataupun istri yang sudah menikah;
g. seseorang yang mempunyai kepentingan hukum langsung di dalam
pernikahan sehabis perkawinan itu berakhir.
Sedangkan dalam Pasal 73 KHI menyatakan jika orang-orang yang bisa
mengajukan permohonan pembatalan pernikahan yaitu:
a. keluarga suami-istri yang sejajar secara vertikal;
b. Suami ataupun istri;
c. Pejabat berwewenang, cocok dengan undang-undang yang terdapat guna
mengawasi pernikahan;
d. Para pihak yang mengenali terdapatnya kekurangan rukun serta ketentuan
sahnya pernikahan yang menjadikan pernikahan itu cacat bagi hukum

Islam serta hukum yang tercantum dalam Pasal 67;'%

13 Tami Rusli, “Pembatalan Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan”, PRANATA HUKUM, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, hlm. 160

14 Tami Rusli, “Pembatalan Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan”, PRANATA HUKUM, Vol. §, No. 2, Juli 2013, hlm. 160-161
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Menurut UU perkawinan, tidak ada perkawinan yang secara otomatis
dibatalkan demi hukum. Perkawinan dapat dibatalkan dengan perintah
pengadilan.!> Pembatalan perkawinan poligami ditujukan di pengadilan
sesuai dengan agama masing-masing pihak, Pengadilan Agama untuk mereka
yang beragama muslim dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama
non muslim.'¢

Tata cara permmdhonannya sama_dengan perkara gugatan cerai, tetapi
tata cara pemanggilan, pemeriksaan, dan penetapan pembatalan perkawinan
poligami Sama dengan tata cara pemohonan cerai sebagaimana termuat di
dalam pasal 20 s/d pasal 36 PP No. 9 tahun 1975."7

F. Telaah Pustaka

Penelitian ini sesungguhnya sudah pernah diteliti oleh peneliti lain
sebelumnya. Studi yang terkait dengan studi ini meliputi:

Penelitian pertama oleh Dwi Ardi Pramesti yang betjudul “Pembatalan
Perkawinan  Karena = Poligami Tanpa Izin (Studi  Putusan
0778/Pdt.G/2015/PA/Skh)”, ini membahas status hukum poligami yang tidak
sah menurut hokum pesitif dan hokum Islam Indonesia, dan kesesuaian hokum
Islam untuk menilai keputusan. Hasil penelitian ini adalah pernikahan lebih dari
satu bisa dilaksanakan apabila mendapat izin dari PA serta lebih dahulu telah

dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan serta istri yang terdahulu.

15 Hotnidah Nasution, “Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan
Dari Hukum Positif)”, Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 1, Juni 2013, Him. 143

16 Hotnidah Nasution, “Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan
Dari Hukum Positif)”, Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 1, Juni 2013, him. 144.

""Hotnidah Nasution, “Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan
Dari Hukum Positif)”, Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 1, Juni 2013, hlm. 144
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Dalam masalah batalannya pernikahan dalam putusan No. 0778/Pdt.G/2015/
PA.Skh, karena Termohon I juga melanggar ketentuan formal berbentuk
pemalsuan bukti diri sebab Termohon I mengaku duda cerai mati, serta
melaksanakan poligami tanpa izin pengadilan agama serta istrinya.'®

Penelitian kedua oleh Arum Sari Puspa Dewi yang berjudul “Pembatalan
Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974Tentang PerkawinamyDan Kompilasi Hukum Islam
(Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor
1968/Pdt.G/2016/PA.KIt)”, yang membahas tentang perspektis UU No. 1
Tahun 1974, pertimbangan hakim PA Klaten dalam memutus perkara tersebut
dan akibat hukumnya. Hakim pula memutuskan bahwa KUA Kecamatan Sei
Bedug sebagai Ikut Termohon II bertindak lalai dalam tugasnya, akibatnya
Termohon sudah berpoligami serta memalsukan identitasnya sebagai perjaka
kemudian menikahi Tkut Termohon I tanpa izin dari pemohon.'’

Penelitian ketiga oleh Ahmad Khairul Umam yang berjudul “Pembatalan
Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum
Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Mks)”, putusan dengan No
461/PdtG/2016/PA.Mks membahas tentang status izin poligami dalam hukum

Islam, penyelesaian masalah pembatalan pernikahan, serta pertimbangan hakim

8 Dwi Ardi Pramesti, PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIGAMI TANPA IZIN
(Studi  Putusan 0778/Pdt.G/2015/PA/Skh), (SKRIPSI: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA, 2020)

19 Arum Sari Puspa Dewi, Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi
Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt), (SKRIPSI: TAIN
SURAKARTA, 2020)
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dalam masalah putusan pembatalan. Dengan hasil penelitian bahwa Penggugat
mengajukan pembatalan perkawinan atas Tergugat I serta Tergugat II karena
mereka menikah tidak adanya izin poligami dari pihak Penggugat dan
Pemgadilan Agama, Tergugat I juga melakukan pemalsuan statusnya dengan
mengaku perjaka.’

Penelitian keempat oleh&harismayY ogi Maritika Arumdani yang berjudul
“Pembatalan Perkawinan "Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-
Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di
Pengadilan /Agama Wonogiri)”, membahas pembatalan perkawinan karena
manipulasi identitas dengan menggunakan opini al-Syatibi tinjauan maslahah-
mursalah (Studi Putusan No 469/Pdt.G/2019/PA.Wng). Deéngan hasil penelitian
yaitu termohon tidak terbuka tentang kehamilannya dengan laki-laki lain,
seharusnya [ sebelum menikah termohon menyertakan hasil tes kehamilan
sebelum mendaftarkan pernikahan. Namun, termohon tidak mengatakan apakah
dia telah mamalsukan tes kehamilan karenachamil dengan laki-laki lain, atau
sengaja menyembunyikan kebenaran untuk mendapatkan status ayah dari calon
anak. Peneliti juga 'menganalisis hukum pernikahan Islam mengenai menikahi
wanita hamil dengan pria lain.?!

Penelitian kelima oleh Roni Abidin yang berjudul “Pertimbangan

Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah di

20 Ahmad Khairul Umam, PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA IZIN
POLIGAMI  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  (Studi  Putusan  Nomor
461/Pdt.G/2016/PA.Mks), (SKIRPSI: UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2017)

2l Kharisma Yogi  Maritika Arumdani, PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
MANIPULASI IDENTITAS DITINJAU AL-MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi Putusan Nomor
469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri), (SKRIPSI: IAIN SURAKARTA, 2020)
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Pengadilan Agama Kajen (Studi Perkara Nomor
0398/Pdt.G/2013/PA.Kjn)”, mangulas pertimbangan hukum Hakim serta
akibat hokum dalam masalah pembatalan pernikahan sebab pemalsuan bukti
diri( status pernikahan serta tempat tinggal) serta akibat hukumnya. Dengan hasil
penelitian di mana pihak Termohon II yang sebenarnya bersetatus janda cerai
dirubah statusnya menjadi gadis damny pertimbangan hukum hakim dalam
penyusunan putusannya¢?

Di sini pefiulis akan meneliti tentang LANDASAN HUKUM BAGI
HAKIM ATAS KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN YANG
DISEBABKAN PEMALSUAN DOKUMEN PERKAWINAN (Studi
Putusan Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn), ada banyak
alasan mengapa Pemohon mengajukan permohonan ke PA Kajen untuk
membatalkan pernikahan. Salah satu permasalahan yang mendasari pemohon
mengajukan gligatannya bahwa ternyata pernikahan Termohon I beserta
Termohon II tidak sah karena telah memalsukan dokumen/identitas, dan tidak
meminta 1jin pemohon. Dengan akar permasalahan tersebut dan putusan yang
telah disahkan oleh{PA Kajen maka penulis akan meneliti beberapa hal terkait
dengan putusan itu. Pertama, untuk mengetahui prosedural pencatatan
perkawinan di KUA dan menganalisis penyebab lolosnya orang yang

memalsukan identitas dalam perkawinannya. Kedua, untuk mengetahui apakah

22 Roni Abidin, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan
Nikah di Pengadilan Agama Kajen (Studi Perkara Nomor : 0398/Pdt.G/2013/PA.Kjn), (SKIPSI:
IAIN PEKALONGAN, 2018)
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putusan Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA Kjn yang membatalkan perkawinan sudah
sesuai atau belum dengan hukum yang berlaku.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu literer, yaitu dengan
mengumpulkan sejumlah karya dengan cara mengumpulkan referensi teoritik
yang berkaitan dengan kasus yang ditemukan. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan nmormatif, dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku
yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan)’
2. Sumber Data
Penelitian dengan jenis literer dan metode pendekatan normatif ini
menggunakan sumber data sekunder yaitu dengan menggunakan beberapa
bahan hukum®, diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan™ Hukum  Primer, ialah salinan Putusan ~ Nomor
1275/Pdt.G/2015/PA Kjn, tentang Pembatalan Pernikahan.

b. Bahan Hukum, Sekunder, Penulisan ini penulis menggunakan bahan
hukum sekunder yang meliputi: bukubuku, hasil karya ilmiah para sarjana
dan hasil-hasil Penulisan (termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum) yang
berhubungan dengan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor

1275/Pdt.G/2015/PA Kjn.

23 Abuddin Nata, Metode Studi Islam,cet. Ke-1V, (Jakarta:Grafind Persada, 2001), him.125.
24 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta), 2015, him.
51



18

3. Teknik Penumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis
yang sesuai dengan permasalahan Penulisan, maka penulis menggunakan
teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi merupakan
suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat
laporan yang sudah tersedi@ yang bersumber dari data-data dalam bentuk
dokumen mengenai h@al-hal"yang sestiai dengan tema Penulisan, baik berupa
karya ilmiah, buku Figh Munakahat, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan, makalah, surat kabar,
majalah, atau jurnal serta laporan-laporan lainnya.

Pengumpulan data yang penulis lakukan berupa dokumentasi putusan
pengadilan agama dengan Nomor :  1275/Pdt.G/2015/Pa.Kjn yang
berhubungan dengan Penulisan. Dalam pengambilan data di mana dalam hal
ini berupa berkas putusan persidangan.. Selain dokumen yang berupa putusan
persidangan dengan Nemor: 1275/Pdt.G/2015/Pa.Kjn. Penulis juga menggali
data’ dengan menggunakan buku-buku, karya ilmiah maupun makalah-
makalah dalam menyusun Penulisan ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk
menganalisis, meneliti, dan mengolah data tertentu untuk dapat menarik
kesimpulan tertentu mengenai permasalahan yang diteliti dan dibahas. Teknik

analisis data yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis normatif. Sebab

%5 Suharsimi Arikunto, Managemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), him. 144
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Penulisan tersebut menganggap peraturan yang ada saat ini sebagai standar
hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Serta menggunakan analisis
perspektif, dilakukan oleh penulis untuk memberikan perspektif atau
penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut
hukum terhadap fakta atauperistiwa hukum dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Bab I, berbentuk pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan yang berperan
selaku acuan‘ulasan pada bab berikutnya serta selaku eerminan universal dari
totalitas isi penataan rancangan riset. Setelah itu rumusan permasalahan, berisi
apa yang mau dikenal oleh penulis tentang permasalahan tersebut. Tidak hanya
itu, tujuan penyusunan, manfaat penyusunan, kerangka teori, riset kepustaka,
tata cara penyusunan serta sistematika penyusunan.

Bab II, berbentuk landasan teori. Bab ini menarangkan tentang Legal
Reasoning. Menjelasakn terkait pernikahan, yang terdiri dari tujuan pernikahan,
hukum pernikahan, rukun-rukun, serta syarat-syatat pernikahan. Dibahas pula
tentang Poligami dan pembatalan pernikahan, yang terdiri dari dasar hukum,
pemicu pembatalan pernikahan serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Bab III, berupa penyajian data. Berisi tentang gelar kasus perkara
pembatalan perkawinan dan Landasan Hukum Bagi Hakim Atas Kasus
Pembatalan Perkawinan yang Disebabkan Pemalsuan Dokumen Perkawinan
(Studi  Putusan ~ Hakim  Pengadilan = Agama  Kajen =~ Nomor

1275/Pdt.G/2015/PA Kjn)
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Bab IV, berbentuk analisis serta ulasan. Pada bab ini penulis hendak
menguraikan prosedur pernikahan, menganalisis mengenai landasan hukum
untuk Hakim Pengadilan Agama Kajen dari masalah pembatalan pernikahan
dengan No perkara 1275/ Pdt. G/ 2015/ PA. Kjn serta menarangkan bagaimana

suatu pernikahan bisa dibatalkan.

Bab V, berupa penutu isajikan dalam bentuk kesimpulan dan

saran yang ditarik oleh i bahasan masalah yang diteliti.




BABII
TINJAUAN TEORITIS
A. Legal Reasoning Theory
Legal Reasoning atau legal method adalah suatu kegiatan untuk mencari
dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang
merupakan perbuatan hukumg(perjanjian, transaksi perdagangan, dll) ataupun
kasus pelanggaran hukum ‘(pidana, “perdata, ataupun administratif) dan
memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.’°
Berpikir yuridik adalah suatu cara berpikir tertentuy, yakni terpola dalam
konteks sistem hukum positif dan kenyataan kemasyarakatan, untuk memelihara
stabilitas dam prekdikbilitas demi menjamin ketertiban, dan kepastian hukum,
untuk menyelesaikan kasus konkret secara impersial-objektif-adil manusiawi.?’
Penalaran hukum adalah proses penggunaan alasan-alasan hukum (legal
reasons) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirtmuskan dalam putusan
hukum. Proses menalar dalam kerangka danm berdasarkan tata hukum positif
mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yuridik dari subyek-subyek
hukum tertentu.
Kesimpulannya adalah suatu pendirian yang dibangun atas dasar premis-
premis yang diajukan dalam penalaran itu. Tiap premis dan kesimpulan

mewujudkan diri sebagai sebuah pernyataan yang dalam logika disebut

proposisi. Dalam logika produk dari kegiatan itu disebut

26 Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di
Pengadilan,” Jurnal Islamadina 18, no.2 (2017): 41-56.
https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920.

27 Wasis Susetio, “Legal Reasoning Penalaran Hukum”, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id

21
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argumentasi. Sebuah argumentasi tersusun atas sekelompok pernyataan
yang didalamnya salah satu pernyataan lainnya dari kelompok pernyataan
tersebut masing-masing disebut premis atau argumen. Produk dari penalaran
hukum (legal reasoning) disebut argumentasi yuridik. Kesimpulannya disebut
pendirian hukum atau pendapat hukum, yakni substansi putusan hukum. Premis-
premisnya terdiri atas kaidah-kaidah hukum positif dan fakta-fakta.”®

Hakim berperan Sangat penting dalam menyelesaikan
permasalahanpermasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya yang
diselesaikan/di jalur hukum melalui proses persidangan. Hakim merupakan
lambang dari lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menegakkan
hukum, dengan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang diajukan ke
persidangan dalam bentuk putusan yang dijatuhkannya.®®

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib
menggali, mengikuti, danh, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup “dalam masyarakat.” Berdasarkan pasal penjelasannya, ketentuan ini
dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim Konstitusi sesuai dengan hukum
dan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, dalam memutus suatu perkara atau
permasalahan hukum seorang hakim sebagai penegak hukum selain harus

mengetahui dasar-dasar hukum apa yang akan digunakan dalam memutus

28 Wasis Susetio, “Legal Reasoning Penalaran Hukum”, http:/ditjenpp.kemenkumham.go.id

2 Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, “Arti Penting Legal
Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk menghindari
“Onvoldoende Gemotiveerd’”, Jurnal Tus Constituendum: Vol. 6, No. 2 (okt 2021), hal 482-496.
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perkara tersebut. Seorang hakim juga harus memahami nilai-nilai hukum yang
hidup di masyarakat menggunakan penalaran dalam akal pikirannya.

Menurut Halper, sebuah persoalan dan putusan hukum tidak boleh terbatas
pada makna proposisi yang hanya dianggap logis semata dengan mengabaikan
konteks dan tujuan hukum. Banyak hal dalam hukum yang tidak dengan mudah
diubah melalui silogisme dangenyimpulan. Prinsip-prinsip hukum harus dapat
dipahami dalam hal yang lebih Tuas. Memang harus diakui bahwa pengambilan
keputusan hukumd(decision-making) bukan sekedar persoalan penalaran analogi,
tetapi setiap putusan hukum tetap harus dapat dinalar'secara akal sehat dan logis.
Namun sering juga penalaran hukum ditolak, dengan alasan karena penalaran ini
tidak membumi, dan hukum harus dipelajari dari yang/kenkrit saja. Tentu saja,
hal ini tidak bisa secara serta merta dianggap menjadi benar.>’

Karena dengan melakukan penalaran logika, hukum tak lagi mendasarkan
diri pada kepentingan dan pertimbangan lain di luar nalar dan akal sehat. Dengan
mengedepankan logika, imaka cara berhukum yang bias dan subjektif dapat
ditekan karena lebih menjamin objektifitas. Seorang hakim yang menggunakan
nalar atau logika dapat tertuntun untuk memahami peristiwa hukum secara lebih
terukur dalam landasan rasionalitas. Mereka akan mengabaikan hal-hal yang
abstrak yang melingkupi hukum sepanjang tidak bisa diterima secara nalar

berbasis akal sehat.

30 Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum,” Jurnal Konstitusi 14,
no. 2 (2017): 374, https://doi.org/10.31078/jk1427.
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Dalam melakukan penalaran, seorang hakim harus memiliki sifat analitis
yang dimaksudkan sebagai suatu pencerminan dari proses berpikir yang
bersandar pada suatu analisis dan kerangka berpikir tertentu, dengan logika
sebagai pijakannya. Analisis sendiri sebagai kegiatan berfikir dengan suatu
langkah, sehingga penalaran sendiri tidak akan berdiri sendiri melainkan
berdasarkan analisis intuisi dan hal lainnya. Jika hal ini dirasa kuat maka
argumen yang diungkapkan di muka pengadilan dalam rangka memberikan
putusan dapat dipértanggungwabkan.

Dari hal semacam ini mengapa legal reasoning atau penalaran hukum
sangat dibutuhkan oleh hakim dalam rangka memutuskan perkara di pengadilan.
Dalam hal ini, seorang hakim terkadang dihadapkan dalam sebuah kekosongan
hukum ketika harus menangani sebuah kasus. Kekosongan hukum dalam hal
tidak ditemukannya peraturan perundang-undangan sebagai pertimbangan
hukum adalah™ wajar. Keadilan memang tidak ‘selalu identik dengan
undangundang, karena keadilan lebih luas ketimbang undang-undang.

Di dalam menghadapi kekosongan /hukum,hakim harus berpegang pada
asas ius curia novit; dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya. Hakim tidak
boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara dengan
dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Pasal 10 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

menegaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan
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memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili”.!

Untuk memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan
masyarakat, hakim harus juga memutuskan perkara berdasarkan suara hati
nuraninya. Suara hati nurani dimaksud adalah suara hati nurani untuk
kepentingan masyarakat banyak bukan, untuk kepentingan diri sendiri sang
hakim ataukah untuk#melindungi kepentingan orang-orang tertentu yang
memiliki akses kekuasaan.

Dalam/rangka menemukan hukum, Pasal 5% ayat, (1) UndangUndang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, bahwa
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Adapun dalam
penjelasan pasal tersebut menyatakan, bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan agar
putusan hakim dan ‘hakim konstitusi sesuai dengan hukiim dan rasa keadilan
masyarakat”. Dengan demikian ketentuan tersebut memberi makna hakim
merupakan perumus, dan penggali nilai-nilai hidup dalam masyarakat, ia

seharusnya dapat mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

31 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran Dan Konstruksi Hukum (Bandung: Alumni,
2008).
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B. Konsep Dasar Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis, perkawinan berasal dari kata (z'&) kata kerja (&55),
sama dengan (z53) yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia. [lmu figh mengartikan perkawinan sebagai akad (perjanjian) yang
memungkinkan terpeliharanya hubungan biologis dengan kata nikah atau
tazwij.>?

Dalam hakum Tslam, perkawinan sama dengan kata nikah dan kata
zawaj. Oleh karena itu, kata nikah juga dipahami dengan arti menghimpit,
tumpang tindih, dan berkumpul.’> Perkawinan adalah ikatan jasmani dan
rohani antara suami istri, yang dilangsungkan atas 1jab qobul, calon suami
serta istri, 2 orang saksi, wali nikah dan calon pengantin yang berusia minimal
19 tahun{ Dilakukan dihadapan penghulu (lembaga yang berwenang) dengan
tujuan mendirikan = keluarga yang SAMAWA™ (sakinah, mawadah,
warahmah), menghindari zina, meneruskan keturunan.

2. Dasar Hukum Perkawinan
Surah an Nur:32 merupakan Ayat yang menjelaskan syari’at nikah,

yang berbunyi:
lpsdes O (il dosbie G Gamdially 2o 1281 Iyl

&
r = - B T 2T A LR e P
p-uILEI P '3 .-.U..'|.'|} ST e Al R &) ae

32 Beni Ahmad Soebani. “Figh Munakahat 1", (Bandung: Pustaka Setia, 2009), him. 10.
3 Abd Somad, “Hukum Islam Panormaan Syariah Dalam Hukum Indonesia”, (jakarta;
Kencana, 2012), hlm. 258.
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Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-
Nya. dan Allah maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam firman Allah SWT dalam Surah an Nisa:3 yang berbunyi:

P [ e [ g . R o T e R L =.|':' e [E] i 13- = &
& W 1 1 el | la +Ti==lf & 1
idg%uﬁﬁﬁ?m41;uﬁ-qw-&
ffict A ) B e @ian I LR
(Rl B {1 M gl
A S _,.._.__-_... .,..}.. .L.-\k.. "‘"""'?ib' vﬁj _

AP

Artinya:“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap
(hak=hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),
Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :@ dua, tiga
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,
maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.
Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”
Pernikahan berlaku bagi semua umat manusia dengan tujuan
memperoleh keturunan dan melangsungkan kehidupan kedepannya sesuai
dengan sunnatullah. Anjuran untuk menikah terdapat dalam Al-Qur’an dan
Al-Hadist. Selain itu, dalam hukum ‘hukumpositif Indonesia juga sudah
dijelaskan pula. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa

“pernikahan Islam adalah akad yang sangat kuat (mitsqaan ghalidzan) untuk

mengikuti perintah Allah dan pemenuhannya merupakan ibadah”.’

% Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta : Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999), him. 136.
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Dilihat dari berbagai kondisi seseorang yang akan melangsungkan
pernikahan serta tujuannya, maka melangsungkan perkawinan itu dapat
dikatakan hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.'°
a. Wajib, karena seseorang yang berniat menikah tidak dapat menahan

hasratnya terhadap wanita dan mempunyai kesanggupan untuk menikah.

b. Sunnah, bagi orang gang mempunyai kemauan dan kemampuan
menyelenggarakan'perkawinan serta tidak takut berzina.

c. Mubah, bagi yang mampu melangsungkan perkawinan. Namun jika tidak
dilakukan maka tidak akan takut selingkuh dan jika.dilakukan tidak akan
meninggalkan istri (motif dan kendala dalam berumah tangga).

d. Makruh, ditujukan bagi mereka yang cukup mampu untuk melangsungkan
perkawinan dan juga cukup menahan diri untuk tidak menikah. Namun,
orangtersebut tidak memiliki kemauan yang kuat untuk menjalankan tugas
perkawinannya dengan baik.

e. Haram, bagi yang tidak mempunyai kemauan, kemampuan dan tanggung
jawab dalam menjalankan kewajiban keluarga, sehingga ketika menikah
akan meninggalkan'istri dan dirinya sendiri."!

3. Rukun dan Syarat dalam Perkawinan
Rukun dan syarat sahnya suatu akad dalam sebuah perkawinan

menurut Islam yaitu:

10 Abdul Rahman ghazaly, “Figh Munakahat”, (Prenadamedia Group: Jakarta), 2003, him.
13.

" Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh Munakahat
Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara), Cetakan ke 4, 2014, hlm. 43-47.



a. Calon pengantin laki-laki, syaratnya:
1) Islam;
2) Laki-laki;
3) Jelas orangnya,;

4) Bisa memberikan persetujuan;

5) Tidak memiliki hala

b. Calon pengantin

4) Bi intai pelrsetuj uannya;

5) Ti emiliki halangan pernikahan.

c. Wali 7aratnya:

d. Saksi nikah, syaratnya:

1) Paling sedikit dua orang saksi;

2) Menyaksikan Ijab Qabul secara langsung;
3) Mengerti maksud akad;

4) Islam;

5) Dewasa.

29
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e. [jab Qabul, syaratnya:

1) Wali menyatakan untuk mengawinkan calon pengantin;

2) Calon pengantin laki-laki menyatakan menerima akad dari wali;

3) Menggunakan kata nikah, tazwij atau arti dari kata nikah atau tazwij itu
sendiri;

4) Ijab dan qabul bersambungan;

5) Maksud dari ijad dan'qabul jelas;

6) Tidak scdang dalam ihram haji/umrahuntukyorang yang terkait dengan
ijjab/dan gabul,

7) Setidaknya paling sedikit empat orang yang hadir dalam majelis ijab
dan gabul, yaitu: calon pengantin laki-laki atau yang mewakili, wali dali
calon pengantin wanita atau yang mewakili, dan dua orang saksi.'?

C. Tinjauan Umum Tentang Poligami
1. Pengertian Poligami
Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus
yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata
ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak
atau lebih dari seorang.
Dalam hukum Islam yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki

beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang,

12 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, Ed. Revisi, 2013,
hlm. 55.



31

karena melebihi empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh
Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.'?

Pengertian tersebut sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) KHI “Beristri lebih
dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat
orang istri.”!*

2. Dasar Hukum Pengaturan Poligami
Dalam Al-Qur-@nada dua ayat yang menjadi dasar utama yang menjadi

pegangan dalam membicarakan tentang poligami salah satunya terdapat

dalam Surah An-Nisaayat 3 sebagai berikut :

s | SRS RREEMA GO | SR e
ol : : 3 g _

AP

Artinya: Dan. jika kamu takut tidak akan-dapat berlaku adil terhadap
thal-hak) perempuan yang yatim(bilamana kamu mengawininya),
makaskawinilah wanita-wanita (lain) yang kamussenangi: dua, tiga
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,
maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.
Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Sedangkan dalam beberapa landasan hukum pengaturan hukum
pengaturan poligami di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yg pada hakikatnya menganut asas monogami,

tetapi memungkinkan dilakukannya poligami. Peraturan Pemerintah No.9

13 Supardi Mursalin, Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan
Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 16
4 Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 55 Ayat (1)
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Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
mengatur prosedur poligami bagi masyarakat secara umum. Selain itu, Inpres
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam. Dari Beberapa dasar
dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa asas perkawinan
adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka, sebab
menurut Pasal 3 ayat (1) dndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dikatakad'bahwa seorang'suamihanya boleh mempunyai seorang
istri begitu begitu pula sebaliknya. Tetapi‘pada Pasal 3 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat
memberi 1zin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dengan adanya ayat (2)
ini berartt Undang-undang ini menganut asas monogami terbuka, oleh karena
itu tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan {tertentu seorang suami
melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan.'®
Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib
mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
Pengadilan dimaksud hanya memberi izin Kepada suami yang beristri lebih
dari seorang apabila cukup alasan-alasannya sesuai yang terdapat pada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) yakni “Pengadilan

hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu,

15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 3.
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apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri cacat

badan, istri tidak dapat melahirkan keturunan”.'®

. Syarat-Syarat Poligami

Seorang suami yang hendak berpoligami harus memenubhi syarat yang
telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yakni:

a. Untuk dapat mengajukan permohenan kepada Pengadilan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi
syarat-Syarat sebagai berikut:

1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;

2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan
hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan
anak-anak mereka.

b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan
bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau
apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun, atau karena sebabsebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari

Hakim Pengadilan.!”

16 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 4.
!7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan BAB 1 Pasal 4
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Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 yang mengatur
tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak
beristri lebih dari satu yaitu:

1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas
hanya sampai empat orang istri.

2) Syarat utama beristridlebih dati,seorang, suami harus mampu berlaku
adil terhadap isti-istrt dan anak-anaknya.

3) ApabilaSyarat utama yang disebutpadayayat (2) tidak mungkin

dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.'®

4. Prosedur Poligami

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam

memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dalam Pasal

56 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:

a.

Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harts mendapat izin dari

Pengadilan Agama.

. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut

tata cara sebagaimana diatur dalam BabVIIl Peraturan Pemerintah No.9

Tahun 1975.

. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa

izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.!’

18 Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 55
19 Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 56
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Selain dalam Pasal 56, adapun dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam
yang menyebutkan bahwa:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang
akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

b. Istri mendapat cacat baddn atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Istri tidak dapat mélahirkan keturtman.?®

5. Hikmah Poligafni

Mengenai hikmah diizinkannya berpoligami (dalam keadaan darurat
dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:*'

a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang
mandul;

b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri
tidak 'dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat
badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dai perbuatan zina dan
krisis akhlak lainnya;

d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di

negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jau lebih banyak dari kaum

prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.

20 Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 57
2l Sayyid Sabiq, Fighul Sunnah, terj. Moh. Abidun, dkk., Figih Sunnah, Juz III Cet. IV,
(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hIm. 358.
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D. Konsep Dasar Pembatalan Perkawinan
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Batalnya suatu perkawinan yaitu rusaknya hukum yang telah ditetapkan
terhadap seseorang, sebab tidak sesuai syarat dan rukunnya yang telah
ditentukan oleh syara’.?? Dengan begitu, secara general batalnya pernikahan
yaitu rusaknya atau tidak sahmya petnikahan karena tidak sesuai atau tidak
memenuhi salah satd ataw lebih dawl syasat-syarat dan/atau rukun-rukun
pernikahan.

Inti/dari fasakh sendiri terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan
merasa diperlakukan tidak adil oleh pasangannya dalam perkawinannya,
sehingga tidak menerima hak-hak yang telah ditetapkan syara’ sebagai suami
istri. Dan akibatnya salah satu atau kedua belah pihak antara suami dan istri
tidak mauw lagi melanjutkan pernikahan tersebut, jika pernikahan terus
berlanjut maka keadaan rumah tangga akan semakin buruk, pihak yang
terlibat akan memperburuk keadaan, namun Allah tidak menginginkannya.??

Dalam buku yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
karya Amir Syarifuddin, menjelaskan bahwa pembatalan adalah putusnya
ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama atas permintaan suami atau istri
dan dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan

terlanjur melanggar hukum perkawinan.**

22 Tihami dan Sohari, Figh Munahakat Kajian..., (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009),
hlm. 195

23 Kamal Mukhtar, “Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan”, (Jakarta; Bulan
Bintang), 1974, Cet. Ke-1, him. 194.

24 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 242
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2. Alasan Dibatalkannya Perkawinan

Alasan-alasan batalnya suatu perkawinan dijelaskan dalam Kompilasi

Hukum Islam Pasal 70 dan Pasal 71,% yaitu:

Pasal 70, perkawinan tidak sah apabila:

a.

Mempunyai empat orang istri, apabila salah satu dari keempat istri tersebut
adalah janda (iddah Taldk raj’i) dan kawin dengan istri yang lain, maka

suami tidak memptinyaihak untuk‘melangsungkan akad nikah;

. Menikahi mantan 1strinya yang telah di [1’annya;

. Menikahi mantan istri yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali

si mantan istri sudah menikah dengan pria lain lalu bercerai lagi ba’da al-

dukhul dari suaminya tersebut dan telah melewati masa iddahnya;

Menikah dengan seseorang yang memiliki hubungan darah; semendaan

dan sepersusuan sampai batas tertentu yang dapat menghalangi

perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 UU No. 1 Th'1974, yaitu:

1) Keturunan lurus-keatas atau kebawah'yang memiliki hubungan darah.

2) Keturunan menyimpang yang memiliki hubungan darah yaitu anatara
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang
dengan saudara neneknya.

3) Hubungan semendaan, contohnya mertua, anak tiri, menantu dan ibu
atau ayabh tiri.

4) Hubungan persusuan, contohnya orang tua susuan, anak sesusuan, dan

bibi dan papam sesusuan.

25 Kompilasi Hukum Islam BAB XI, Pasal 70 dan Pasal 71
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5) Istri merupakan saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri
atau istri-istrinya.

Pasal 71, pernikahan dapat dibatalkan bila:

a. Poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama;

b. Wanita yang ia nikahi ternyata masih menjadi istri pria lain yang mafqud
dan diketahui kemudian;

c. Masih dalam masafiddah dari suami lainiwanita yang dikawininya;

d. Dilanggarnya batas usia dalam melangsungkan, perkawinan sebagaimana
telah tercantum dalam pasal 7 UU No. 1 Th 1974;

e. Meniah tanpa adanya seorang wali atau dilangsungkan dengan wali yang
tidak sah;

f. Menikah dengan adanya paksaan.

Apabila dihubungkan dengan pengertian dari pembatalan perkawinan
itu sendiri, maka yang menjadikan dasar atas pembatalan perkawinan ialah
karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun dari nikah, atau karena hal yang
lain setelah ijab dan membatalkan perkawinan.ifu, sebagai berikut:*°
a. Dibatalkan karena akad nikahnya tidak/memenuhi syarat-syarat dalam

perkawinan.
1) Setelah dilangsungkannya akad nikah, ternyata istrinya diketahui

merupakan saudara kandung atau saudara sepersusuan dari suami;

26 Tihami dan Sohari, Figh Munahakat Kajian..., (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009),
hlm. 196.
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2) Suami dan istri masih kecil, dan akad nikahnya dilakukan bukan dari
walinya, kemudian hari setelah dewasa mereka boleh meneruskan
ikatan pernikahannya ataupun bisa memutuskannya. Hal ini biasa
disebut dengan khiyar baligh. Jika ia memilih untuk memutuskan
hubungan suami istri maka disebut fasakh baligh.

b. Perkawinan batal akibatsal-hal yang tidak sesuai setelah akad.

1) Antara suami atau istri murtad dari agama Islam dan tidak ingin masuk
Islam lagi, dengan ini akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi
setelah akad;

2) Salah satu’ dari sepasang suami istri kafit masuk Islam, tetapi
suami/istrinya masih tetap dalam kekafirannya, maka dari itu akadnya
batal. Beda halnya jikalau istrinya ahli kitab. Maka, akadnya tetap sah
seperti semula. Karena perkawinannya dengan ahli kitab dari awal
memang dipandang sah.

3. Tata Cara Pengajuan Pembatalan Perkawinan
Pengajuan pembatalan pernikahan termuat dalam Pasal 72 KHI,
sebagaimana Pasal 27 UU No. 1 Thn 1974 /entang Perkawinan menyatakan
sebagai berikut:?’
a. Apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar
hukum, seorang suami atau istri bisa mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan.

27 Kompilasi Hukum Islam BAB XI, Pasal 72
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b. Apabila dalam sebuah pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka
terhadap diri suami atau istri, maka seorang suami atau istri berhak
mengajukan permohonan pembtalan perkawinan.

c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari
keadaannya dan dalam waktu 6 bulan setelah itu masih hidup layaknya
suami istri, dan tidaKk menggunakan haknya untuk mengajukan
permohonan pembéatalan; maka haknya gugur.

Lalu dalam Pasal 73 KHI menjelaskan bahwasanya pihak yang dapat
mengajukéan permohonan pembatalan perkawinan jalah;”®

a. Keluarga yang memiliki garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari
suami atau istri;

b. Suami atau istri;

c. Pejabat yang berwenang;

d. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan mengetahui adanya rukun dan
syarat dalam hukum Islam yang dilanggar dan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana dalam Pasal 67.

Dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam me¢njelaskan bahwa:*’

Permohonan pembatalan nikah diajukan kepada Pengadilan Agama
dalam wilayah tempat tinggal suami atau istri atau wilayah tempat

perkawinan dilangsungkan.

28 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 73
2% Kompilasi Hukum Islam, Pasal 74
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Setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang
tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, maka perkawinan
sudah batal sesuai dengan putusan tersebut.

4. Akibat Hukum

Pembatalan perkawinan pasti ada akibat hukum yang ditimbulkan
karena ada pembatalan petkawinamypoligami dengan adanya pemalsuan
identitas. Hal ini sesdai dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 yang
menyatakan bahwasanya: “Batalnya suatu peknikhan dimulai setelah
keputusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan berlakunya
sejak saat berlangsungnya perkawinan” >

Sesuai dengan dalil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
pembatalan nikah berlaku saat setelah diputuskannya perkara tersebut oleh
Pengadilan Agama dan sebuah perkawinan tersebut dianggap tidak pernah
terjadi dan tidak pernah ada. Terdapat beberapa akibat hukum yang
ditimbulkan dari pembatalan perkawinan, yaitu:

a. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Anak

Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah
dilahirkan selama pernikahan. Walaupun pernikahan telah dibatalkan
namun anak yang lahir tetaplah anak yang sah.*! Dalam Pasal 42 UU

Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat

3 UU No 1 Th 1974. Pasal28
31 M. Nasichin, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/648, diakses pada 9/9/2023 jam
07.45
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perkawinan yang sah. Maksud dari pasal tersebut mengenai anak sah yaitu
anak yang dilahirkan selama dan dalam sebuah pernikahan yang sah dan
resmi antara suami dan istri. UU Perkawinan tidak memiliki regulasi yang
mengatur jangka waktu kelahiran yang menjadi dasar atas kelahiran seoran
anak yang sah.

Anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan
berhak atas pemecliharaan, pembiayaan dan harta waris dari kedua orang
tuanya itu. Sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) hurufa UU No. 1 Th 1974 yang
berbunyi “Keputusan tidak berlaku surut tevhadap : Anak-anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut”.>

b. Akibat Hukum Terhadap Status Harta

“Keputusan tidak berlaku surut terhadap & Suami atau Istri yang
bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila
pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang
lebih dahulu.” Pasal 28 ayat (2) huruf b UU No. 1 Th 1974 menjelaskan
apabila suatu perkawinan yang dibatalkan sébab diantara suami atau istri
tidak adanya unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan
melanggar hukum yang berlaku. Dengan perkawinan yang tidak sah
namun terdapat pengecualian terhadap kasus tersebut, yaitu tetap
dibagikannya harta bersama keduanya selama perkawinan tersebut stelah

perkawinan dibatalkan.

32 UU No 1 Th 1974, Pasal 28
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c. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga
Pasal 28 ayat (2) huruf ¢ UU No. 1 Th 1974 menjelaskan
bahwasanya “Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b
sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum
keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”
Sedangkan dalam¢Pasal 75, huruf ¢ KHI menyebutkan bahwa
“Pembatalan perkawinan tidak berlakw, surut terhadap: Pihak ketiga
sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum
keputusan pembatalan perkawinan mempunyai hukum tetap.”**
E. Manipulasi Identitas
Identitas umumnya dimengerti sebagai semua gambaran diri, yang
diterima orang lain atau bahkan imajinasi dirinya sendiri téntang apa dan siapa
dirinya itu. Selain itu identitas seseorang dapat diartikan sebagai keseluruhan ciri
fisik, diposist yang diyakininya serta kemampuan yang dimilikinya. Semua itu
memiliki ciri khas masing-masing antara satu/rang dengan orang lain.*’
Sebuah rekayasa dengan menambahi, menyembunyikan, menghilangkan

atau mengaburkan ‘sebagian bahkan scluruh realita, kenyataan, fakta ataupun

sejarah sering kali disebut manipulasi, manipulasi sendiri merupakan bagian

3 UU No. 1 Th. 1974, Pasal 28

34 Kompilasi Hukum Islam, Pasl 75

Bhttp://www.google.com/url?sa=t&source=web &rct=j&url=https.//etheses.uinmalang.ac.
id/2620/5/09410051_Bab_2.pdf&ved=2ahUKEwjFIbzDINpAHXk7nMBHZZnBrEQFjA  Peg
diakses 1 Agustus 2023, pukul 11.43 WIB.
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yang penting dari tindakan yang memiliki gagasan, sikap, sistem berfikir,
perilaku dan kepercayaan tertentu.>®

Upaya meminimalisir terjadinya manipulasi identitas merupakan upaya
pencegahan terjadinya kerusakan dalam sebuah akad nikah, yaitu batalnya suatu
pernikahan setelah akad nikah sebab diketahui adanya pemalsuan identitas dari
pengantin. Dari pencegahan inimaka akan berdampak pasa kemaslahatan umum
tentang terwujudnya ketértiban administrasi dalam perkawinan, efeknya supaya
kecil kemungkinafi akan terjadi pemalsuan identitas.3/

Orangorang memalsukan syarat-syarat perkawinan disebabkan oleh
beberapa faktor, yaitu:

1. Tidak lengkapnya surat-surat. Prosedur pernikahan merupakan hal terpenting
dalam pelaksanaan perkawinan agar menjadi pernikahan yang sempurna.
Agar pernikahan sesuai dengan ketentuan, maka setiap pasangan calon
pengantin harus mendaftarkannya terlebih dahulu ke Kantor Kepala Desa
Setempat agar mendapatkan surat pengantar dari Desa/Kelurahan. Bila tidak
ada surat pengantar dari Desa/Kelurahan maka calon pengantin tidak bisa
melangsungkan pernikahan.

2. Calon pengantin yang masih dibawah umur. Calon pengantin pria dan wanita
harus memiliki usia paling rendah 19 tahun, dengan maksud agar calon

pengantin siap jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan dan dapat

36 Lex dePraxis, https://hitmansystem.com/blog/manipulasi-itu-perlu-1414.html, diakses
pada 1 Agustus 2023, pukul 13:30 WIB.

37 AvidhatulFaizah, “Pencegahan Manipulasi Identitasdalam Perkawinan Oleh Kantor
Urusan Agama dalam Perspektif Sadd ad-Dzari"ah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Balerejo”, KabupatenMadiun), vol. 3 Issue 2, Sakina: Journal Of Family Studies, 2019.
http.://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs
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menjalankan tujuan perkawinan yang baik. Sehingga sebuah pernikahan
tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perceraian dan
mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu perkawinan
anak dibawah umur harus dicegah.

3. Salah satu dari calon pengantin masih terikat hubungan suami istri dengan

pihak lain. Perempuan tid iliki lebih dari satu suami. Sedangkan

laki-laki boleh meni ng istri, dengan syarat-syarat

tertentu.

itasnya. Upaya alternatif sescora mengubah identitas

agar tet a melangsungkan perkawinan. Pemal syarat-syarat dalam

asih banyak kemungkinan terjadi. H harus dicegah dari

elurahan dan juga KUA agar pada emudian tidak ada

rkawinan sebab pemalsuan identitas.’

38 Firman Aditya, Tindak Pidana Pemalsuan, Sumber:

http.//riskves2.Blogspot.com/2012/05/html, diakses pada 1 Agustus 2023, pukul 17:30 WIB




BAB 111
GELAR KASUS PEMBATALAN PERNIKAHAN
DALAM PUTUSAN PA KAJEN NOMOR 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn
A. Deskripsi Kasus Pembatalan Pernikahan

Putusan yang penulis kaji merupakan hasil putusan dari Pengadilan Agama
Kajen dengan Nomor 1278/Pdt.G/2015/PA.Kjn yang merupakan kasus
pembatalan perkawinandantara Pemohon (IstriyPertama) beragama Islam yang
bekerja sebagai Karyawan Swasta dan bertempat tinggal di Kecamatan
Semarang Se¢latan, Kota Semarang. Melawan Termohon I'(Suami Pemohon dan
Termohon H) beragama Islam yang bekerja sebagai Karyawan Swasta dan
bertempat tinggal di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dan
Termohon 1L (Istri Termohon T) beragama Islam yang bekerja sebagai PNS dan
bertempat tinggal di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan pernikahan pada tanggal
15 September 2015 yang telah terdaftar dalamBuku Register Perkara Pengadilan
Agama Kajen dengan Nomor: 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn di mana pemohon
mengajukan permohonan ini sebab Termohon I menikah lagi / poligami dengan
Termohon II tanpa seizin dari pemohon dan Pengadilan Agama. Termohon I
juga telah memalsukan identitasnya dengan mengaku masih jejaka.

B. Duduk Perkara

Pada tanggal 25 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor

393/41/X/2008 telah dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon dengan

Termohon I di hadapan pegawai yang berwenang yaitu KUA Kecamatan

46
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Seamarang Selatan, Kota Semarang. Sebelum terjadinya pernikahan Termohon
I dengan Pemohon sudah menjalin hubungan sudari lama dan sudah melakukan
hubungan selayaknya suami istri hingga menyebabkan Pemohon hamil dan
akhirnya mereka menikah dengan status Pemohon merupakan Janda Cerai dan
dikaruniai satu orang anak Perempuan yang lahir pada tanggal 30 Mei 2009.%

Setelah pernikahan demgan Pemohon, Termohon I pulang kerumah
Pemohon hanya sebanyak 3 Kkali saja, yaitu pada bulan Desember 2008 selama 4
hari, yang kedua pada bulan Maret 2009 selama 3 hati (usia kehamilan 7 bulan),
dan yang terakhir pada tanggal 15 Juni 2009 selama 4 hari setelah kelahiran
anaknya yang sudah berusia 15 hari. Setelah itu Termohon I tidak pernah pulang
lagi kerumah Pemohon. Meninggalkan rumah beserta Kewajibannya sebagai
seorang suami kepada anak dan istrinya. Sejak 7 Julif2011 Termohon I tidak
pernah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dan pada saat itu juga
hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon I'stdah terputus.

Pada bulan Mei 2015 Pemohon mendatangi alamat dari orang tua
Termohon I yang berada di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Pekalongan untuk mencari keberadaan Termohon I. Setalahnya
Pemohon juga memberitahukan dan bercerita bahwa Pemohon dan Termohon I
telah melangsungkan pernikahan yang sah dan sudah dikaruniai satu orang anak
perempuan. Berdasarkan kesaksian ibu kandung dari Termohon I, Termohon I

telah membawa kabur Kartu Keluarga dengan keperluan untuk mengurus
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pernikahannya di Semarang agar keluarganya tidak mengetahui bahwa dirinya
telah menikah.*

Pemohon akhirnya mengetahui bahwa ternyata Termohon I telah menikah
lagi tanpa izin darinya dengan Termohon II dari cerita kakak kandung Termohon
I nomor 1 dan nomor 3. Pernikahan Termohon I dengan termohon II telah
tercatat secara resmi sesuai kutipan aktamikah nomor 130/48/11/2015 tanggal 14
Februari 2015 yang dik€luarkan oleh KUA Kecamatan Kedungwuni, namun
pada pernikahan it Termohon I tidak meminta izity, Pemohon untuk menikah
lagi. Dalam pernikahan tersebut Termohon I memalsukan.identitasnya menjadi
jejaka padahal dirinya sudah beristri dan memiliki | orang anak.*!

Karena adanya pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang tidak
memiliki izin dari istri pertama dan juga pengadilan|serta Termohon I telah
memalsukan identitasnya menjadi jejaka, oleh karena itu Pémohon mengajukan
permohonan pembatalan pernikahan Termohon T dengan Termohon II yang
sudah didaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen.

Berdasarkan alasan-alasan diatas,/ Pemohon memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama'Kajen Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dan menetapkan permohonan Pemohon, membatalkan pernikahan Termohon I

dengan Termohon II.

40 Salinan Putusan Nomor: 1275?Pdt.G/2015/PA Kjn
4l Salinan Putusan Nomor: 1275?Pdt.G/2015/PA Kjn



49

C. Dasar Pertimbangan

Berdasarkan duduk perkara ataupun permohonan Pemohon yang telah
diajukan ke Pengadilan dan juga berdasarkan keterangan Pemohon ataupun
Termohon [ saat dipersidangan, maka Hakim memutuskan permohonan
pembatalan pernikahan dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:*?

Pokok permasalahan dalam perkasa ini yaitu Pemohon yang merupakan
istri pertama dari Termehon I'mengajukan petmohonan pembatalan pernikahan
terhadap pernikah@an Termohon I beserta Termohon,II, dengan alasan bahwa
Termohon I/dan Termohon II telah melanggar syarti’at, dan undang-undang
pernikahan [yang berlaku, sebab Termohon I masih menjadi suami sah dari
Pemohon dan telah memalsukan identitasnya menjadi jejaka.

Pemohon merupakan istri sah dari Termohon I dibuktikan dengan Kutipan
Akta Nikah' Nemor 393/41/X/2008 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA
Kecamatan ‘Semarang Selatan pada tanggal 25 Oktober 2008. Sesuai dengan
pernyataan diatas Pemohoen berhak mengajukan pembatalan perkawinan antara
Termohon I dan Termohon Il sesuai dengan Pasal 23 huruf (d) UU No. 1 Th
1974 jo Pasal 73 huruf (b) KHI, Pemohon berhak mengajukan pembatalan
perkawinan karena Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum
atas perkara ini.

Dalam persidangan ditemukan beberapa fakta bahwasanya Termohon I
melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Termohon II tanpa adanya izin

dari istri pertama dan Pengadilan Agama, selain itu Termohon I juga
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memalsukan identitas dirinya yang semestinya sudah beristri menjadi jejaka.
Telah melangsungkan perkawinan didepan Pegawai Pencatat Nikah yaitu di
kantor KUA Kecamatan Kedungwuni pada tanggal 14 Februari 2015 dengan
Kutipan Akta Nikah nomor 130/48/11/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Telah dikaruniai satu
orang anak pada pernikahannya dengamyTermohon II. Dalam pernikahan yang
kedua ini, Termohon Ldmelakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku yang
tercantum dalamgtindang-undang dan juga memalsukan identitasnya menjadi
perjaka. Bilama Termohon I jujur atas statusnya yang sudah beristri, Pegawai
Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Kedungwuni tidak akan mau membantu
prosesi ijab gobul, mencatat bahkan menyaksikan pernikahan antara Termohon
I dengan Termohon II.

Termohon I bersikeras menganggap bahwasanya pernikhannya deng
Pemohon merupakan pernikahan yang tidak sah karéna adanya paksaan dan
tekanan dari pihak Pemohon. Dan dari pendapatnya sendiri itu, Termohon I
melangsungkan pernikahan yang keduanya dengan Termohon IT dan mengaku
sebagai jejaka. Perbuatan yang dilakukan itu telah melanggar hukum yang
berlaku, kalaupun memang benar pernikahan yang pertama dengan Pemohon itu
ada ancaman dan tekanan, Termohon I seharusnya mengajukan permohonan
pembatalan nikah dengan Pemohon. Karena hal itu sudah ada diatur dalam Pasal
38 ayat (1) PP No 9 Th 1975 Jo. Pasal 74 ayat (1) KHI.

Dari hasil penbuktian yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim di

dalam persidangan, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil yang
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menjadi pokok permohonannya, mengacu pada ketentuan Pasal 37 PP No 9 Th

1975 Jo. Pasal 71 huruf (a) KHI. Dengan demikian Hakim menilai permohonan

Pemohon untuk membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II

dikabulkan Majelis Hakim.

Dengan demikian maka pernikahan Termohon I dengan Termohon II
dibatalkan demi hukum, oleh Karemanitu Akta Nikah beserta Kutipannya
bernomor 130/48/11/2045 tanggal 14 Februariy2015 tidak berkekuatan hukum
lagi.

. Penetapan Perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, Hakim dalam menangani
perkara Nomor 1275/Pdt.G/1015/PA.Kjn menetapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Membatalkan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang telah
dilaksanakan' pada tanggal 14 Februari 20157di" KUA Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pckalongan dan t€lah tercatat dalam Register Akta
Nikah tertanggal 16 Februari 2015.

3. Menyatakan bahwasanya Akta Kutipan Nikah antara Termohon I dengan
Termohon II tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.*
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BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN
Nomor: 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn
A. Analisis Atas Putusan Hakim Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn

Perkara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dengan Nomor
Perkara 1275/Pdt.G/2015/PAdKjn. adalah sebuah perkara yang kemudian
dikabulkan oleh MajelisfHakim Pengadilan Agama Kajen. Hal ini dikarenakan
dalam perkawinan terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh
Termohon I/berupa pemalsuan identitas.

Dalam salinan putusan perkara sudah jelas bahwasanya Termohon I telah
melanggar aturan yang ada di Indonesia. Ketentuan yang telah dilanggar oleh
Termohon Latas pernikahannya dengan Termohon II yaitu melanggar ketentuan
Pasal 3, 4, 20, dan Pasal 21 ayat (1) UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan. Dan
juga melanggar ketentuan Pasal 71 huruf (a) KompilaSt Hukum Islam. Pasal 6
ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 1975. Agar mudah
dipahami dan dicerna, penulis menjabarkannya sebagai berikut:

Bahwasanya Termohon [ melakukan pernikahan yang kedua dengan
Termohon II telah melanggar ketentuan Pasal 3 dan 4 UU Perkawinan, hal ini
disebabkan oleh Termohon I yang menikahi Termohon II tanpa adanya izin dari
Pemohon (istri sah) yang merupakan pihak yang disyaratkan oleh Pengadilan
Agama dalam memberikan izin beristri lebih dari seorang (poligami). Didalam

pernikahannya dengan Termohon II,
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Termohon I tidak mengajukan permohonan izin poligami dengan wanita
lain yang diajukan di Pengadilan Agama. Hal tersebut dilakukan Termohon I
karena Ia beranggapan bahwasanya pernikahannya dengan Pemohon itu tidak
sah.

Padahal dalam realitanya, pernikahan Pemohon dengan Termohon I
dicatatkan secara sah dan add Kutipan, Akta Nikah antara mereka di KUA
Kecamatan Semarang Sélatan’dengan nomor 393/41/X/2008. Yang sudah jelas
menjadi bukti otentik bahwasanya Pemohon adalah istri sah dari Termohon L

Selain /melanggar ketentuan diatas, Termohon I juga telah melanggar
ketentuan Pasal 5 UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan. Di sini Termohon I
melangsungkan pernikahan dengan Termohon II tidak mémenuhi syarat yang
tercantum dalam Pasal tersebut. Salah satu syarat yang dilanggar yaitu tidak
adanya persetujuan dari Pemohon selaku istri sahmya. Diperkuat dengan
keterangan bahwa Pemohon saat persidangan bahwa Pemohon tidak mengetahui
bahwa Termohon [ telah melangsungkan pernikhan dengan Termohon I1.

Pada pernikahan yang dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II
telah melanggar Ketentuan yang berlaku, yaitu pemalsuan identitas yang
dilakukan Termohon I yang mengaku masih jejaka pada pernikahannya yang
kedua ini. Hal tersebut dibuktikan bahwasanya Termohon I sudah menikah
sebelumnya dan belum bercerai dan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah
nomor 393/41/X/2008 antara Termohon I dengan Pemohon. Dalam hal ini KUA
Kecamatan Kedungwuni telah lalai dalam menjalankan tugasnya dan telah

menikahkan seorang pria yang sudah beristri dengan wanita lain. Hal ini tidak
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sesuai dengan peraturan yang ada dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) UU No
1 Th 1974 tentang Perkawinan.

Termohon I memalsukan identitasnya karena Ia beranggapan bahwa
pernikahannya dengan Pemohon itu tidak sah karena dibawah tekanan dan
ancaman karena sudah menghamili Pemohon (hamil diluar nikah). Hakim
menyalahkan Termohon I karéna tindakan yang dilakukan Termohon sudah
salah besar, seharusnyafTermohon I mengajukan pembatalan nikah terlebih
dahulu atas Pemohon karena pernikahannya dibawahytekanan dan paksaan. Hal
ini sesuai déngan’ Pasal 27 UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan terkait
pembatalan pernikahan sebab adanya ancaman atau paksaan.

Menurut analisa penulis sendiri, pemalsuan dokumen nikah ini terjadi
karena adanya ketidaktahuan pihak keluarga dan berawal dari pihak desa yang
memberikan surat pengantar nikah berdasarkan KK dan KTP Termohon I yang
masih berstatus” jejaka. Sehingga dari kesengajaan Termohon I inilah timbul
kepalsuan dari dokumen  syarat-syarat nikahgterlebih lagi dari pihak keluarga
Termohon I tidak ada yang mengetahui bahwa Termohon I telah menikah secara
sah dengan Pemohon.

Pernikahan Termohon I dengan Termohon II tercatat dalam Kutipan Akta
Nikah nomor 130/48/11/2015 di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten
Pekalongan. Dalam kasus ini, KUA Kecamatan Kedungwuni telah lalai dalam
melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1), dan
Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 th 1975. Di mana dalam pernikahan

Termohon I dengan Termohon II ini syarat-syarat pernikahannya tidak
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terpenuhi, sebab Termohon I telah melakukan pemalsuan identitas atas dirinya
yang mengaku sebagai jejaka. Sehingga terdapat penghalang untuk
melangsungkan pernikahan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Selain dari adanya kelalaian dari pihak KUA Kecamatan Kedungwuni dan
rekayasa dari Termohon I dalam melampirkan syarat-syarat administrasi
pernikahannya dengan Termohon II, yang pasti pernikahan tersebut tidak sah
dan melanggar ketentuad-ketentuan yang berlaku.

Fakta-faktasyang tclah dijelaskan diatas menetangkan bahwa pernikahan
antara Termghon I'dengan Termohon II dapat dibatalkan sebab telah melanggar
ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mana pernikahan
dapat dibatalkan jika seorang suami melakukan poligami tanpa adanya izin dari
Pengadilan Agama.

Dari uraian yang telah penulis sampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa
perkawinan yang dilangsungkan antara Termohon I dengan Termohon II yang
pcrmohonan  pembatalan, pernikahannya diajukan oleh  Pemohon kepada
Pengadilan Agama Kajen dapat dibatalkan demi hukum karena pernikahan
tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan huum yang berlaku
di Indonesia.

Dilihat dari Hakim yang telah menerima, mengadili, serta dalam memutus
perkara tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada di Pengadilan Agama
Kajen. Sehingga keputusan Hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon

sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pada akhirnya mengabulkan
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permohonan Pemohon dan membatalkan pernikahan antara Pemohon I dengan
Pemohon IL

Pembatalan perkawinan dapat diputuskan oleh Hakim jika terdapat
pelanggaran syarat atau rukun sah perkawinan sehingga batal oleh hukum. Di
sini penulis meneliti perkara yang diajukan HW umur 37 pekerjaan swasta
dengan putusan Nomor J275/Pdt.G/2015/PA.Kjn yang membatalakan
perkawinan antara BS usiur 30 tahun pekerjaan,swasta dengan IR umur 30 tahun
pekerjaan PNS.Pokok permohonan Pemohon »adalah memohon untuk
dibatalkan perkawinan anatara Termohon I dan Termohon II, karena pada
pernikahan tersebut Termohon I tidak meminta izin untak menikah lagi/poligami
kepada Pemohon dan telah memalsukan identitasnya menjadi jejaka.

Di dalam pernikahan yang keduanya itu, Termohon [ telah memalsukan
identitasnya yang seharusnya berstatus “kawin” menjadi jejaka agar bisa
melangsungkan pernikahan tanpa adanya izin dari istri pertama dan Pengadilan
Agama. Sehingga menurut penulis KUA Kecamatan Kedungwuni dalam proses
pemeriksaan dokumen telah lalai dan meloloskan Termohon I sehingga bisa
menikah dengan Termohon II. Apalagi pernikahan Pemohon dengan Termohon
I telah tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 393/41/X/2008 di KUA
Kecamatan Semarang Selatan.

Dalam perkara ini, penulis melihat bahwasanya Pemohon mengajukan
permohonan ini agar dirinya dan anaknya bisa hidup bersama lagi setelah
ditinggal lama oleh Termohon I. Namun Termohon I dan Termohon II tidak

terima dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini.
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Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang berwenang
mengajukan gugatan. Hal ini karena Pemohon adalah istri yang sah Termohon
I.' Penggugat di sini adalah pihak yang diperbolehkan untuk mengajukan
pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 73 poin b, yaitu suami atau istri.

Menurut penulis Hakim sudah tepat dalam menerapkan hukum yang
berlaku di Indonesia terhadap perkara inix Hal ini sesuai dengan bukti-bukti yang
telah diajukan dalam petsidangan kepada Hakim. Berupa bukti surat maupun
bukti keterangan saksi.

Berdasarkan duplik yang diajukan Termohen I \beranggapan bahwa
perkawinannya dengan Pemohon itu tidak sah, Di mana pertkawinannya tersebut
merupakan perkawinan siri dan dengan adanya paksaan bukan karena kerelaan
Termohon L Perkawinan tersebut dilangsungkan pada bulan Oktober 2008, dan
pihak keluargadari Termohon I tidak ada yang mengetahui perkawinan tersebut.
Walaupun ‘sebelum melangsungkan perkawinan dengan Pemohon sudah
melakukan hubungan layaknya suami istri, namun Termohon I tidak mengetahui
bahwa Pemohon sudah hamil di saat melangsungkan perkawinan itu. Termohon
I juga tidak pernah melihat, menerima, bahkan tidak pernah mendatangani buku
nikah.

Berdasarkan saksi-saksi dan pernyataan Termohon I dan Termohon II,
bahwa Termohon I dengan Termohon II menikah atas dasar kerelaan, dan
sebelum menikah mereka berpacaran terlebih dahulu. Setelah Termohon II

bercerai dengan suami terdahulunya pada bulan Desember 2014 dan pada bulan

! I;ihat Pasal 73 ayat d Kompilasi Hukum Islam
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Februari 2015 menikah dengan Termohon II. Pernikahan tersebut didasari atas
kerelaan bukan karena paksaan ataupun ancaman. Status Termohon I pada saat
menikah berstatus jejaka dan Termohon II berstatus janda cerai.

Walaupun pernikahan tersebut didasari atas kerelaan namun dalam
persyaratan dan syarat sah perkawinan terdapat kecacatan maka perkawinan
tersebut berhak untuk dibatalkan demi Hukum. Kecacatan perkawinan tersebut
terdapat pada pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon I dalam
melangsungkan pérkawinannya yang kedua demgan Lermohon II dan menikah
untuk kedua/kalinya tanpa seizin Pengadilan Agama setempat. Maka dari fakta
tersebut perkawinan tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

Dari semua bukti tertulis dan saksi yang dihadirkan oleh Termohon I dan
Termohon II; tidak ada satupun bukti yang menyatakan pernikahan Pemohon
dengan Termohon [ dilaksanakan atas dasar paksaan|sesuai keterangan yang
diberikan Termohon I. Hakim akhirnya menolak bantahan Termohon I atas hal
itu. Menurut penulis hal ini sudah tepat yang diambil oleh Hakim dalam
memutus perkara ini.

Dikarenakan Termohon 1 tidak mengajukan pembatalan perkawinan atas
pernikahan terdahulunya atau mengajukan talak atas Pemohon ke Pengadilan
Agama. Maka tetaplah sah pernikahan Termohon I dengan Pemohon, karena
sudah terbukti tercatat di KUA Kecamatan Semarang Selatan.

Berdasarkan bukti tertulis dan saksi yang dihadirkan, tuduhan kepada
Pemohon terkait memalsukan identitas Termohon I di dalam perkawinannya di

KUA Kecamatan Semarang Selatan dinyatakan ditolak oleh Hakim. Menurut
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penulis sendiri hal ini sudah benar karena bukti-bukti yang dihadirkan dalam
persidangan bertentangan dengan fakta yang diberikan Pemohon. Maka dapat
disimpulkan bahwasanya Hakim sudah tepat dalam menimbang landasan hukum
perkara ini.

Termohon I telah melanggar Pasal 9 UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan
karena menikah lagi dan beristri lebih dari dua orng tanpa meminta izin dari
Pengadilan Agama. Haldni yang mendasari Hakim dalam memutus perakara ini
karena telah melanggar ketentuan tersebut. Maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (1)
perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II'dibatalkan.

Sikap/ keliru Termohon I yang serta merta menganggap pernikahannya
dengan Pemohon tidak sah dan menikah lagi dengan menggunakan status jejaka
(pemalsuan{doktimen pernikahan). Karena Termohon merasa pernikahannya di
bawah tekanan dan ancaman pemohon dan keluarganya. Menurut hakim dalam
salinan putusan tindakan yang dilakukan Termohon I inT meényalahi aturan, yang
scharusnya dilakukan Termohon mengajukan/Pembatalan ke Pengadilan Agama
sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (1) PP No 9 Fh 1975 Jo. Pasal 74 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam. Menurut penulis di/sini terhadap landasan Hakim
terhadap kasus diatas masih kurang dijelaskan lagi, seharusnya ditambahkan lagi
Pasal 27 UU No 1 Th 1974 terkait pembatalan nikah sebab adanya tekanan dan
ancaman.

Dalam pernyataan Termohon I dalam persidangan menerangkan bahwa
dirinya memang memiliki hubungan dengan Pemohon di kala Pemohon masih

dalam masa iddahnya, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri
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hingga Pemohon hamil. Mengetahui hal demikian orang tua Pemohon memaksa
agar Termohon I menikah dengan Pemohon dengan perkawinan siri. Dan
akhirnya pernikahan tersebut didaftarkan di KUA Kecamatan Semarang Selatan
dengan Kutipan Akta Nikah nomor 393/41/X/2008.

Meskipun merasa terpaksa menikah dengan Pemohon, Termohon I
ternyata tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atau pun
mengajukan gugatan thalak. Hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon I,
masih terikat talidperkawinan. Dan oleh karcmamyaypernyataan bantahan dari
Termohon I malah memperkuat posisi Pemohon, bahwaia adalah istri Termohon
dan berhak mengajukan gugatan Pembataln Perkawinan yang dilakukan
Termohon L'dengan Termohon II.

Bahwasanya terjadinya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon
IT di KUA Kecamatan Kedungwuni ini sebab adanya pemalsuan dokumen dan
memberikan keterangan palsu atas diri Termohon I dengan mengaku sebagai
jejaka. Secara tidak langsung dalam putusan tersebut hakim hanya menyalahkan
pihak Termohon I saja. Hal ini karena dalam salinan putusan tersebut hakim
menerangkan jikalau Termohon I jujur/atas semua berkas dan mengaku sudah
beristri maka pegawai pencatat nikah tidak akan membantu melangsungkan,
mencatat dan menyaksikan pernikahan tersebut. Dan menurut pandangan
penulis, pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kedungwuni juga seharusnya
ikut disalahkan atas hal ini karena dalam melaksanakan tugasnya telah lalai dan

menikahkan orang yang memiliki cacat persyaratan nikahnya.
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Dengan bukti-bukti yang telah diberikan di muka persidangan, maka
dengan ini Majelis Hakim berpendapat terhadap perkawinan kedua Termohon I
ini berhak menerima resiko hukum sesuai dengan UU yang berlaku. Dan
merujuk pada Pasal 56 ayat (3) KHI dan Pasal 71 huruf a KHI maka dengan ini
pernikahan Termohon I dengan Termohon II dapat dibatalkan demi hukum.

Melihat di mana Hakim dalamymenerima, mengadili serta memutus
perkara ini sudah sesuai'dengan prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama
Kajen. Serta sudah diupayakan damai melaloi mediasi oleh Hakim terhadap
pihak-pihak jyang berperkara namun tidak berhasil; Menurut penulis sendiri,
tindakan yang diambil oleh Hakim dalam memutus perkara dengan
mengabulkannya permohonan Pemohon dengan |putusan membatalkan
perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II sudah tepat dan telah sesuai
ketentuan yang ada.

Hakim dalam ‘menyelesaikan suatu perkara harus se€suai dengan prinsip
dasar untuk mengadili »menurut hukum. Menurut Bagir Manan, terdapat
beberapa tolak ukur untuk mengadili menurut huktm yaitu:

1. Mengadili menurut hukum yang sesuai atas asas negara hukum. Setiap
putusan yang dilakukan oleh hakim harus atas dasar hukum substansif dan
prosedural yang telah ada sebelum perbuatan melawan hukum atau
pelanggaran hukum terjadi.

2. Hukum harus diartikan luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tidak

tertulis. Dalam kasus tertentu hukum meliputi pengertian yang mengikat
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pihak-pihak, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum (geode zeden en
openbaar orde).

3. Hukum vyang berkembang di masyarakat adalah hukum yang
dipertimbangkan dalam putusan Hakim, namun tidak semuanya harus diikuti,
sebab kemungkinan peraturan tertulis justru harus dikesampingkan sebab
tidak sesuai dengan tuntutand sosial bacu.

4. Sesuai dengan tradisi hukum yang ‘berlaku, hukum wajib mengutamakan
penerapan hukiim tertulis, pengecualian jika menimbulkan ketidakadilan,
bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Hakim bukan “mulut”
atau “corong” UU melainkan “mulut-corong” keadilan.?

Penulis beranggapan bahwasanya hakim dalam memutus perkara ini sudah
sesuai dengan tolak ukur mengadili menurut hukum. Sehingga dapat memutus
dan mengabulkan permohonan Pemohon dalam membatalkan perkawinan
suaminya dengan wanita lain.

. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Pada Perkara Nomor

1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn

Setelah dikabulkannya pembatalan perkawinan diatas, ada akibat hukum
yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan poligami yang merujuk
pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No 1 Th 1974. Dengan demikian,
perkawinan yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama dimulai sejak
dijatuhkannya Keputusan Pengadilan dan berlaku surut sejak perkawinan itu

dilangsungkan, hal ini diartikan bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak

2 Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata. 62-63.
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pernah ada. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan pernikahan dalam
perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn ada beberapa hal, yaitu sebagai
berikut:
1. Akibat Hukum Terhadap Hubungan Suami Istri
a. Akibat hukum Termohon I dengan Termohon II
Dari adanya pembatalan pernikahan yang sudah diputuskan oleh
Pengadilan Agama, maka hubungan suami istri antara Termohon I dengan
Termohon I putus karena hukum. Hal“imi dikarenakan setelah putusan
pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka perkawinan
tersebut batal dihitung sejak berlangsungnya petnikahan dan pernikahan
tersebut dianggap tidak pernah ada dan terjadi. Penjelasan ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan.
b. Akibat hukum Pemohon dengan Termohon I
Sedangkan hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon
I'tetap sah secara hukum dan agama. Dikarena tidak adanya upaya hukum
yang dilakukan Termohon I setelah pernikahannya dengan Pemohon.
Termohon I masih berkewajiban’ memberikan nafkah kepada Pemohon
dan anaknya karena perkawinannya masih sah dan legal secara hukum.
Nafkah tersebut berupa pemenuhan kebutuhan hidup Pemohon dan juga
anak kandungnya.
2. Akibat Hukum terhadap Kedudukan Anak
Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai

seorang anak. Dari kasus ini terdapat akibat hukum yang ditimbulkan berupa
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kedudukan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dibatalkan yaitu tetap
dianggap sebagai anak yang sah. Oleh karena itu, anak tersebut masih berhak
atas pemeliharaan, pembiayaan dan waris dari kedua orang tuanya.
Penjelasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a jo. Pasal 45,
47-49 UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan

Anak-anak yang medjadi korban atas pembatalan pernikahan orang
tuanya mendapatkangperlindungan hukum, tidak semestinya anak yang tidak
memiliki dosadan tidak tahu itu harus menanggung akibat yang ditimbulkan
dari adanya pembatalan pernikahan orang tuanya sebab kesalahan dari orang
tuanya itu. Maka dari itu anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang
dibatalkan mempunyai status hukum yang pasti sebagai anak yang sah dari
kedua orang tuanya.
. Akibat Hukum Terhadap Harta Yang diperoleh Selama Perkawinan

Dalam™ ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf 5 UU No 1 Th 1974
menjelaskan  bahwa »suami istri yang< tidak sengaja melangsungkan
pernikahan namun melanggar hukum vang berlaku. Walaupun pada
pernikahannya tidak sah ada pengecualian terhadap hal ini, harta bersama
yang diperoleh selama perkawinan tetap ada pembagiannya antara suami dan
istri yang perkawinannya dibatalkan.

Namun dalam kasus ini Termohon I melanggar ketentuan hukum yang
berlaku dalam pernikahannya bersama Termohon II sehingga dalam

pernikahan tersebut salah satu dari pihak tidak ada itikad baik sebelumnya,
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sehingga tidak ada pembagian harta bersama kepada pihak yang tidak

beritikad baik.




BAB YV
PENUTUP
A. Simpulan
Adapun dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:
1. Analisis atas Putusan Hakim Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn

Di dalam pernikahangang keduanya itu, Termohon I telah memalsukan
identitasnya yang segharusnya berstatus “kawin” menjadi jejaka agar bisa
melangsungkad pernikahan tanpa adanya_ izimy dari istri pertama dan
Pengadilan Agama. Sehingga menurut penulis KUA Kecamatan Kedungwuni
dalam proses pemeriksaan dokumen telah lalai danimeloloskan Termohon I
sehingga bisa menikah dengan Termohon II. Apalagi pernikahan Pemohon
dengan Termohon I telah tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor
393/41/X42008 di KUA Kecamatan Semarang Selatan.

Dalam pandangan hukum positif yang berlaktdi Indonesia yaitu UU
No 1 Th 1974 dan KHI, perkawinan tanpaseizin istri dan Pengadilan Agama
dapat dibatalkan. Karena hal itu merupakan Syarat sahnya poligami. Jika
dikorelasikan dengan putusan perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn,
putusan yang dijatuhkan oleh Hakim menurut penulis sendiri sudah tepat.
Karena di dalam persidangan Termohon I terbukti melakukan pernikahan
kedua tanpa izin istri terdahulu dan Pengadilan Agama. Dan juga

memalsukan identitasnya sehingga status Termohon I adalah jejaka.

66
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2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan
Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan pernikahan
antara Termohon I dengan Termohon II yaitu:

a. Terhadap Hubungan Suami Istri, dari adanya pembatalan pernikahan ini
maka hubungan suami istri_antara Termohon I dengan Termohon II
menjadi putus dan perkaWwinannyaydianggap tidak pernah ada dan terjadi.
Sedangkan hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon I tetap
sah secara htkum-dan agama.

b. Terhadap Kedudukan Anak, dalam pernikahannya yang kedua ini telah
dikarumiai seorang anak, maka anak yang telah dilahirkan dalam
perkawinan yang dibatalkan tetaplah anak sah. Dengan demikian anak itu
berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orang
tuanya.

c. Terhadap™ Harta Bersama, di mana dalam pcrnikahan keduanya ini
Termohon I telah melanggar hukum yang ada, maka dari itu Termohon I
dianggap tidak-mcempunyai itikad baik dalam pernikahan keduanya ini.
Sehingga Termohon I tidak berhak atas pembagian harta bersama. Hal ini
sesuai dengan “Keputusan tidak berlaku surut terhadap : Suami atau Istri
vang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila
pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang

lebih dahulu.” Pasal 28 ayat (2) huruf b UU No. 1 Th 1974.
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B. Saran
Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis memberi saran sebagai
berikut:
1. Penelitian ini sebatas membahas tentang analisis putusan hakim PA dalam

perkara 1275/Pdt.G/2015/PA Kjn, selanjutnya penulis menganggap perlu

dilakukan penelitian selanj anai penanganan pegawai pencatat

u hendak melakukan

slah sesuai dengan ketentuan hukum erlaku di Indonesia.

k ada pihak-pihak yang merasa dirugi n adanya ketertiban

ercipta.

aw%i Pencatat Nikah KUA, diharapk ih teliti lagi dalam

erkas orang yang mau melangsungk rnikahan. Sehingga

k akan terjadi 1 tidak ada

irugikan.
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